





































































 Penelitian ini berjudul tanggung jawab pembayaran utang pajak melalui e-
commerce. Penulis memilih judul tersebut bertujuan untuk para pengusaha bisnis 
online (e-commerce) harus mengetahui peraturan yang berlaku sesuai dengan 
Undang-Undang Perpajakan sebelum membentuk suatu bisnis online.  
 Metode penelitian yang digunakan dalam isu hukum yang diambil dalam 
penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau metode 
penelitian hukum kepustakaan, dengan pendekatan statue approach, dan conceptual 
approach. Sumber bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penulisan tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana 
peneliti selain mengolah dan menyajikan data, juga melakukan analisis data 
kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data 
yang didapatkan dengan berbagai literature maupun data-data lain yang telah 
dipersiapkan. 
 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Wajib Pajak memiliki 
kewajiban untuk mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, kewajiban membayar atau menyetor pajak, kewajiban membuat 
pembukuan atau pencatatan pajak, kewajiban menaati pemeriksaan pajak, kewajiban 
pemotongan atau pemungutan pajak, kewajiban membuat faktur pajak, kewajiban 
melunasi Bea Materai. (2) Wajib Pajak memiliki suatu tanggung jawab untuk 
menyelesaikan suatu pembayaran utang pajak dengan cara mekanisme pemotongan 
dan mekanisme pembayaran sendiri pajak yang terutang.  
  











This study entitled the responsibility of tax debt payment through e-commerce. 
The author chooses the title aims for online business entrepreneurs (e-commerce) 
must know the applicable regulations in accordance with the Tax Law before forming 
an online business. 
The research method used in legal issues taken in the study uses normative 
juridical research methods or library legal research methods, with the statue 
approach, and the conceptual approach. The research material used in writing this 
thesis is primary legal material and secondary legal material. The data analysis 
method used in the writing is a qualitative descriptive analysis, in which the 
researcher besides processing and presenting data, also performs qualitative data 
analysis. This is intended to be able to synergize between several data obtained with 
various literature and other data that has been prepared. 
The results of the study indicate that: (1) Taxpayers have an obligation to 
register themselves, the obligation to fill out and submit a notification letter, 
obligation to pay or deposit taxes, the obligation to make a bookkeeping or record 
tax, the obligation to obey the tax audit, the obligation to deduct or collect taxes, the 
obligation to make tax invoice, obligation to pay stamp duty. (2) Taxpayers have a 
responsibility to settle a tax debt payment by means of a deduction mechanism and 
the mechanism of self-payment of taxes owed. 
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 Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa: 
1. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri yang sesuai dalam pasal 
2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban mengisi 
dan menyampaikan Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) 
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban membayar 
atau menyetor pajak sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan 
pajak sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan, kewajiban menaati pemeriksaan pajak sesuai dengan 
ketentuan pasal 29 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan, kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan Undang-
undang PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 26, dan ketentuan Undang-Undang 
PPN, kewajiban membuat faktur pajak sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang 
PPN, dan kewajiban melunasi Bea Materai sesuai ketentuan Undang-undang Bea 
Materai Nomor 13 Tahun 1985. 
2. Bentuk penyelesaian suatu pembayaran utang pajak seorang Wajib Pajak adalah 
dengan cara mekanisme pemotongan yang sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) 
Undang-undang Pajak Penghasilan, dan mekanisme pembayaran sendiri pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan pasal 25 dan pasal 29 Undang-undang Pajak 
 
 
Penghasilan. Pembayaran tersebut dilakukan secara online melalui e-Filling dan e-
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